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Pembabasan skripsi ini adalah tentang pertanggungjawaban pidana pelaku
yang melekukan tindak pidana mengangkut hasii hutao tanpa surat kererangan sahnya
busil huian sedagiimana diatur dalam Pasal 78 ayat (7) Undang-Undzng Nomor 19
Tahun 2004 Tentang Pevetapan Pertwran Pemerintab Pengganti Undang-Undang
Nomor ] Tahun 2004 Tentang Pervbahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1993 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang dengan mengadakaa analisis
terhzidap Putusan Pengadilan Negeti Binjai No. 533/Pid.B/2009/PN-B;.

Permasalahan yang diajukan adalah: zpaksh yang menjadi pzoycbab dapat
dikenakannya sacksi pidana bagi pelaku yang mengangkut hasil hutan tanpa surat
ketcrangan sahnya hasil hutan dan bhagsimsna penegzkan hukur pidana dalam
hubungennya dengan penanggulengan tindak pidans mergangkut basil hutan tunpa
sura: Xeterangan sahnya hasi] hutan.

Uotuk membahas pennasalaban tersebut maka dilekukan penelitian secura
kepustakaan dan penelitian japargan pada Pengadilon Negeii Binjai.

Hasii penelitian dan pembahasan menjelaskan penyehah terjadinya tindak
pidana pengangkuian hesil hutan ianpa sutat keterangan sahnya hasil hutan adalah
tingginya perdintaan terhadap kayu di dalam dan {uar negeri tidak szbauding dengan
kemampuan penyediaan industi perxayuan (legaf). Alabat dari ketimpangan antara
persediaan dan permiataan, ikut reendorong terjadinya pengangkutan hasil hutan tanpa
surar keterangan sahnya hasil hutan. Tekanan hidup terhadap masyarakat yang tinggsl
di dalam dan sckiter hutan mendorong mercka untuk menebang kayu baik untuk
kebutuhan seadin atau uatuk kemattuhan pmsar meigivi tangsn para  pemodal
Pemainan dckumen, lazim disebut "dokumen terbang”, untuk melegaikan staius kayu
ilegal dapat dipertimbangkan sebagai salah satu fakter sulitnya memberantas kegiatan
periebangan liar. Penegakan hukum pidana daiam  hubungannys dengan
renapggulangan pengangkutan hasii hutan tanpa sural keterangan sahnya hasii hutan
masih lemah, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat
lokal atau pemilik alat transpor#asi kayu. Sedangkan kepada cukong besarya larang
pemen ditangkap serta adili. Respon Jemalmya perangguiangan pengangkutan hasil
hutsp tanpa st keterangan sabnya hasil hutan ini nampak pula dani adanya
koosporasi antara pihak-pihak terkait dalamm pemerintahan sehubungan dengan
otonomi daerah dengan pihak cukong illegal logging.
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